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MOTTO 
 
   
    
   
 “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. Dan suatu perbuatan yang buruk”. (Surat Al-Isra: 32) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ zal z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا Fathah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1.  َكَ ت َب  Kataba 
2. َ ذ َك َر  Zukira 
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3. َ يَ ذ َه َب  Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
 
 
Contoh: 
xi 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammahَ transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأاَةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلاع  An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
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yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 حمَاموملاإَدَلوسر  Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l 
 دمحلاَنيملاعلاَبرَلله  Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخَوهلَاللهَنإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاوَليكلاَاوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Jaka Prastia, NIM: 142131011, “Tindak Pidana Persetubuhan Yang 
Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam 
(Studi Kasus Putusan No. 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt)” 
Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah bagaimana 
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku 
tindak pidana persetubuhan dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam 
terhadap sanksi anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Bahan rujukan penelitian 
ini adalah putusan Nomor Perkara: 04/Pid. Sus-Anak/PN. 
Jenis penelitian ini adalah  penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan 
mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan menelaah salinan putusan 
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor Perkara: 04/Pid. Sus-Anak/PN. Skt. Sumber 
data penelitian ini data sekunder, bahan hukum primer yaitu salinan putusan 
Nomor Perkara: 04/Pid.Sus-Anak/PN. Skt. Bahan hukum sekunder yaitu data 
diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan seperti buku-buku dan hasil 
penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum. 
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil dasar 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. 
Skt adalah Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan dakwaan alternaif satu 
yaitu pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat (2) undang-undang Perlindungan Anak 
dan hakim mempertimbangkan hal-hal terkait anak sesuai Undang-undang 
peradilan pidana anak  yaitu menjatuhkan pidana berupa perawatan di LPKS 
selama 4 bulan serta mendapatkan pelatihan kerja selama 1 bulan. Menurut 
hukum positif mengenai sanksi pidana anak pelaku tindak pidana persetubuhan 
terhadap perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/PN.Skt. sudah memenuhi unsur tindak 
pidana.Sedangkan menurut hukum pidana Islam tindak pidana persetubuhan 
terhadap perkara Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/PN.Skt. perbuatan yang dilakukan 
pelaku termasuk jari>mah zina ghairu muhshan. Hukumannya adalah dera 100 
kali dan pengasingan selama satu (1) tahun. 
 
Kata kunci: pidana anak, persetubuhan, zina, Hukum Positif, Hukum pidana 
Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvii 
 
ABSTRACT 
 
Jaka Prastia, NIM: 142131011, "Criminal Actions committed by Children Against 
Children Islamic Criminal Law Perspective (Case Study of Decision No. 04 / Pid. 
Sus-Anak / 2017 / PN. Skt)" 
The problem raised as the focus of research is how the judges base the judgment 
in making decisions on the child perpetrators of sexual intercourse and how the 
Islamic criminal law views sanctions against child offenders. The reference 
material for this research is the decision of Case Number: 04 / Pid. Sus-Anak / 
PN. 
The type of this research is library research, namely research by collecting 
research materials by examining a copy of the decision of the Surakarta District 
Court Case Number: 04 / Pid. Sus-Anak / PN. Skt. The data source of this 
research is secondary data, primary legal material, namely a copy of the Case 
Number decision: 04 / Pid.Sus-Anak / PN. Skt. Secondary legal materials, namely 
data obtained or derived from library materials such as books and research results. 
Tertiary legal material is a legal material that provides guidance and explanation 
of primary and secondary legal materials, such as legal dictionaries. 
Based on the results of the study, conclusions that can be taken on the basis of 
consideration of judges in deciding cases Number: 04 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN. 
Skt is that the Panel of Judges considers based on alternaive one indictment, that 
the perpetrator is charged with Article 81 paragraph (2) of the Child Protection 
law and the judge considers matters relating to the child in accordance with the 
Juvenile Justice Law, namely imposing criminal treatment in LPKS for 4 months 
and get work training for 1 month. According to the positive law regarding 
criminal sanctions, the offender is a criminal offense in relation to case Number: 
04 / Pid.Sus-Anak / PN.Skt. has fulfilled the element of criminal offense. While 
according to Islamic criminal law criminal acts of intercourse against cases 
Number: 04 / Pid.Sus-Anak / PN. Skt. the actions carried out by the perpetrators 
included fingers jarimah zina ghairu muhshan. His sentence is 100 times whipped 
and exiled for one (1) year. 
 
Keywords: child crime, sexual intercourse, adultery, positive law, Islamic criminal 
law 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia dari waktu ke waktu 
semakin mengkhawatirkan. Seorang anak melakukan tindak pidana 
disebabkan beberapa faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari arus 
globalisasi, komunikasi, dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial 
dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh perkembanagan teknologi sangat 
dirasakan sekali tidak hanya kaum intelektual dan dewasa, melainkan juga 
anak-anak. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Awalnya 
orang hanya mengenal teknologi informatika melalui radio, berkembang ke 
televisi dan akhirnya telepon seluler dimana tidak hanya dimiliki orang 
dewasa saja melainkan termasuk anak-anak dapat dengan mudah 
mengoperasionalkan telepon seluler. Telepon seluler dengan sarana 
kecanggihanya berisi program-program diantaranya banyak dijumpai file-file 
yang mengarah pada pornografi, sehingga sering didengar anak-anak 
melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan.1 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 
hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam 
konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas 
                                                             
1 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, (Bandung: Armico, 
1983), hlm. 37. 
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dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.2 Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif 
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa 
perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat 
berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku 
atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak.3 Sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan 
terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu bagian dari tindak 
pidana kesusilaan. Tindak pidana persetubuhan sendiri merupakan salah satu 
tindak pidana yang sangat sulit dideteksi maupun ditelisik, dikarenakan baik 
dari pelaku, korban maupun pihak-pihak keluarga korban enggan membuat 
laporan tentang terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan salah satunya, 
masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap tindakan persetubuhan 
adalah sebuah aib dan sangat tabu untuk dibicarakan.4 
Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai 
tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan 
                                                             
2 R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak,  (Jakarta: PTIK, 
2016), hlm. 209. 
3 Ibid 
4 Hanindyo Imam Hutomo, “Tindak Pidana Persetuhan Yang Dilakukan Oleh Anak 
Terhadap Anak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.02/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Krg)”, Skripsi, Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyyah Surakarta, Jawa 
Tengah, 2016, hlm. 2. 
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dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi 
terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat.5 
Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin 
laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk 
mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam 
anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.6 
Perbuatan persetubuhan diatur di dalam KUHP buku II tentang tindak 
pidana kesusilaan yang terdapat pada Pasal 285,286,287 dan juga di dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak pada 
Pasal 76D yang berbunyi:“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain”. 
Sebagaimana sanksinya yaitu terdapat pada Pasal 81 yang berbunyi: 
Ayat (1)  “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. 
Ayat (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. 
Ayat (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak anak, pendidik, 
atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)”.7 
                                                             
5 Soedarso, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 64. 
6 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap 
Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1998), hlm. 209. 
7 Republika Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3. 
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Adapun dalam Hukum pidana Islam tindak pidana persetubuhan 
diharamkan karena persetubuhan dikategorikan perbuatan zina. Sungguh 
tepatlah apabila syariat Islam melarang semua bentuk perbuatan zina. 
Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat al-Isra ayat 32:  
   
    
         
Artinya: 
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. Dan suatu perbuatan yang buruk”.8 
Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, 
tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu: 
1. Persetubuhan yang diharamkan 
2. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. 9 
Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar 
hukum, yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, 
mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, selain itu zina 
juga mengundang kejahatan dan dosa, karena zina mengandung arti hubungan 
kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain 
tidak terikat dalam hubungan perkawinan.10 
Penulis akan menguraikan sedikit kronologi dalam kasus anak pelaku 
tindak pidana persetubuhan di dalam perkara Nomor: 04/Pid.Sus- 
                                                             
88 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 
2006), hlm. 285. 
9 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8. 
10Abdurrahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Riineka Cipta, 1992), hlm. 
31. 
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Anak/2017/PN. Skt tentang tindak pidana persetubuhan terdakwa yang 
bernama JS (16) tahun dan korban bernama NSRD (15) tahun. Awalnya 
mereka berkenalan di sebuah akun sosial media yang bernama Facebook. 
Kejadian ini berawal dari mereka berjanjian untuk bertemu di SMK 1 Kristen 
Surakarta. Setelah mereka bertemu kemudian pelaku mengajak korban untuk 
pergi ke rumah pelaku namun korban pada saat itu menolak. Lalu mereka 
mengendarai sepeda motor korban diajak putar-putar di sekitar alun-alun 
kidul Surakarta. Setelah larut malam korban diajak pulang di rumah pelaku. 
Kemudian keesokan harinya korban diajak ke dapur dan sesampainya di 
dapur korban dicium pipinya namun korban menolak, akan tetapi JS kembali 
mencium pipi korban, selanjutnya pelaku mengajak korban berhubungan 
badan namun korban pada saat itu menolak, kemudian pelaku menjanjikan 
dengan mengatakan akan melamar korban dan juga menjanjikan jika mau 
melakukan hubungan badan dengan terdakwa dengan mengatakan “ora bakal 
ono uwong sing ngerti (tidak akan ada orang yang tau)” dan pada akhirnya 
korban mau melakukannya. Selanjutnya untuk kejadian yang kedua keesokan 
harinya korban diajak pelaku lagi ke dapur dan melakukan hal yang sama 
seperti kejadian awal. Selanjutnya untuk kejadian yang ke tiga kalinya pelaku 
melakukannya di warnet. 
Dalam kasus tindak pidana di atas pelaku terbukti telah melakukan 
tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sehingga berakibat 
pada konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku 
tindak pidana tersebut. 
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Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada akhir-
akhir ini semakin banyak. Sebagai contoh di wilayah hukum kota Surakarta 
terdapat beberapa kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah 
umur yang menarik dalam putusan nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt 
tentang persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan juga korbannya adalah 
anak. Selain itu permasalahan yang lebih menarik dari putusan ini yaitu 
penulis akan meninjau dari perspektif hukum pidana Islam apakah norma-
norma atau kaidah-kaidah yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hukum 
pidana Islam.  
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 
tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Sanksi Tindak Pidana 
Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Prespektif Hukum 
Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No: 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang di atas yang menjadi masalah penelitian 
ini adalah: 
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan No. 
04/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Skt? 
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi anak pelaku 
tindak pidana persetubuhan? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak 
dalam putusan No. 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt. 
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi 
pidana anak pelaku tindak pidana persetubuhan. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 
ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana positif dan 
hukum pidana Islam dalam rangka memberikan penjelasan sanksi pidana 
bagi pelaku tindak pidana persetubuhan. 
2. Secara Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 
yang berwenang dalam memberikan sanksi hukum serta dalam upaya 
menyelesaikan permasalahan anak pelaku tindak pidana persetubuhan. 
E. Kerangka Teori 
1. Anak 
a. Pengertian Anak menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak 
Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tercantum pada Pasal 1 ayat (3) 
yang berbunyi: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang 
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selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana.11 
b. Pengertian Anak menurut UU Perlindungan Anak 
Pengertian anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 
Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak, lebih 
spesifikasi dalam masalah usia anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 
menjelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan”.12 
c. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana 
Dalam KUHP memang tidak secara tegas mengatur tentang 
batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan 
tetapi pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Tentang Pengaturan 
seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 
16 (enam belas) tahun dan mendapat pengurangan ancaman hukuman 
dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
menurut KUHP batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa 
apabila telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, jika 
anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana Hakim boleh 
memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua 
orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan 
                                                             
11 H. R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: 
PTIK, 2016), hlm. 167. 
12 R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, hlm. 236. 
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suatu hukuman, atau  memerintahkan supaya diserahkan kepada 
pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.13 
2. Teori kesengajaan 
Unsur dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah 
hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan , hubungan batin ini bisa 
berupa kesengajaan. Kesengajaan. Kata kesengajaan berasal dari kata 
kata “sengaja” yang berarti niat untuk melakukan sesuatu. Orang yang 
melakukan perbuatan dengan sengajamenghendaki perbuatan itu dan 
disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan 
itu.  
Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan 
sengaja yang berisi mengetahui dan menghendaki itu, bentuk-bentuk 
kesengajaan dibedakan menjadi tiga bagian: 
a. Kesengajaan sebagai maksud 
Pelaku sengaja sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat 
yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya. Kesengajaan ini 
merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana. 
b. Kesengajaan sebagai kepastian 
Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari 
sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat dikehendakinya. 
 
 
                                                             
13 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 
22-23.  
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c. Kesengajaan sebagai kemungkinan 
Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari 
tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang dikehendakinya.14 
3. Teori-teori Ahliyyah 
Subjek hukum atas pelaku hukum ialah orang-orang yang 
ditentukan oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunnya telah 
diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Dalam istilah ushul fiqh, 
subjek hukum itu disebut mukalla>f atau orang-orang yang dibebani 
hukum.  Seperti yang telah diterangkan bahwa definisi hukum taktli>fi 
adalah: “titah Allah yang menyangkut perbuatan mukalla>f yang 
berhubungan dengan tuntutan atau pilihan untuk berbuat”. Dari definisi 
ini dapat dipahami ada dua hal yang harus yang harus dipenuhi pada 
seorang untuk dapat disebut mukalla>f (subjek hukum), yaitu bahwa ia 
mengetahui tuntutan Allah itu dan bahwa ia mampu melaksanakan 
tuntutan tersebut. dua hal tersebut merupakan syarat takli>f  atas subjek 
hukum. 
Kecakapan untuk dikenai hukum atau yang disebut ahliyah al-
wuju>b, yaitu kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan 
dikenai kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap 
manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, sejak ia dilahirkan sampai 
                                                             
14 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan 
Restorative Justice, (PT Refika Aditama, Bandung: 2009), hlm. 71-72 
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menghembuskan nafas terakhir dalam segala sifat, kondisi dan 
keadaannya. Para ahli Ushul membagi ahliyah al-wuju>b dua 
tingkatan.15 
a) ahliyah al-wuju>b (ahli wajib) 
Kelayakan seseorang anak untuk ditetapkan kepadanya baik 
hak dan kewajiban. Kelayakan inilah yang membedakan manusia 
dengan binatang. Kekhususan yang ada pada manusia ini oleh para 
fuqaha> disebut al-z|immah, yaitu sifat naluri manusia untuk 
menerima hak orang lain dan menjalankan kewajiban dirinya untuk 
orang lain. 
ahliyah al-wuju>b cakupannya bersifat menyeluruh untuk 
semua jenis manusia tanpa memandang laki-laki atau perempuan, 
anak-anak atau sudah bali>g, punya akal atau gila, sehat atau sakit. 
Jadi, setiap manusia yang mana saja tanpa terkecuali mempunyai 
kelayakan untuk menerima hak dan kewajiban. Tidak ada manusia 
yang lepas dari kelayakan itu. Karena ahliyah al-wuju>b itu 
dipandang sebagai sifat kemanusiaan. Dengan kata lain lebih tegas 
wahbab zuhaili sebagaimana dikutip oleh Sapiudin Shidiq 
menagatakan bahwa ahliyah al-wuju>b adalah sebuah ketetapan 
yang diperuntukkan untuk manusia dari mulai penciptaanya sampai 
kepada kematian. Abdul wahab khallaf, sebagaimana dikutip oleh 
Sapiudin Shidiq membagi ahliyah al-wuju>b menjadi dua macam: 
                                                             
15 Amir Syaifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 426. 
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1) Ahliyah al-wuju>b al-naqsiah, yaitu orang yang dianggap 
layak untuk mendapatkan hak tetapi tidak layak untuk 
dibebankan kewajiban atau sebaliknya. Contoh pertama 
adalah janin yang ada didalam perut ibunya, janin itu berhak 
mendapatkan warisan, wasiat dan wakaf akan tetapi tidak 
dapat dibebani kewajiban pada dirinya terhadap orang lain 
seperti memberi nafkah, memberi hibah. Adapun contoh yang 
kedua adalah mayat yang meninggalkan hutang. 
2) Ahliyah al-wuju>b al-kamilah, yaitu orang yang layak untuk 
mendapatkan hak  dan layak untuk menjalankan kewajiban. 
Kelayakan ini didapat oleh seseorang dimulai sejak lahir, 
pada masa kanak-kanaknya, tamyiz, dan setelah bali>g. 
Singkat kata ahliyah al-wuju>b al-kamilah selalu dikaitkan 
dengan kehidupan manusia secara menyeluruh. 
b) Ahliyatul ada (ahli melaksanakan) 
kelayakan mukalla>f untuk dapat dianggap baik ucapan dan 
perbuatan menurut syara>’. Contoh, apabila mukalla>f mendirikan 
shalat, puasa atau haji maka semua itu bisa diperhitungkan dan bisa 
menggugurkan kewajiban. Dan mukalla>f melakukan tindakan 
pidana, maka ia harus dihukum sesuai dengan pelanggarannya itu. 
Keadaan manusia jika dihubungkan kepada ahliyatul ada'. Maka 
dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok: 
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(1) Tidak mempunyai keahlian sama sekali. Maksudnya ialah orang 
yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk 
melaksanakan hukum seperti anak-anak yang belum dewasa 
atau kehilangan kemampuan seperti orang gila. 
(2) Tidak sempurna keahliannya yaitu anak yang masih remaja 
sebelum dia bali>g. Termasuk pula dalam kelompok ini orang 
yang kurang akal. Karena orang yang kurang akal itu tidak cacat 
akalnya dan tidak kehilangan akal. Tetapi dia lemah akalnya. 
Maka orang orang-orang semacam itu dianggap sah 
perbuatannya yang dipandang berguna baginya seperti 
menerima hibah dan sedekah. 
(3) Sempurna keahliannya. Yaitu orang yang  sudah sampai usia 
dewasa. Maka keahlian melaksanakan hak dan kewajiban 
dianggap sempurna dengan kedewasaan dan kematangan 
berfikir.16 
4. Teori-Teori Uqu>bat 
Maksud pokok hukuman (‘uqu>bah) adalah untuk memelihara 
dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal 
yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmat-an lil’alami>n, untuk 
memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. 
                                                             
16 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 150. 
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Adapun secara rinci suatu penetapan sanksi atau hukuman yang 
diterapkan terhadap pelaku jari>mah dapat dibedakan menjadi 4 (empat) 
tipologi, yaitu: 
a. Hukuman pokok (‘uqu>bah asliyyah) 
Yaitu hukuman yang telah ditetapkan dan merupakan hukum 
asal dari suatu jari>mah seperti hukuman qis}a>s{, rajam, dan 
potong tangan. 
b. Hukuman pengganti (‘uqu>bah badaliyyah) 
Yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman 
pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti 
hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qis}a>s} atau 
hukuman ta’zi>r sebagai pengganti hukuman had} atau hukuman 
qis}a>s} yang tidak bisa dijalankan.17 
c. Hukuman tambahan (‘uqu>bah taba’iyyah) 
Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa 
memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima 
warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris, 
sebagai tambahan bagi hukuman qis}a>s}. 
d. Hukuman pelengkap (‘uqu>bah takmiliyyah) 
                                                             
17 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 285. 
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Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan 
syarat ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang 
menjadi ciri pemisahnya dengan hukuman tambahan.18 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan penelusuran peneliti berbagai literatur 
hasil penelitian yang sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan 
dengan fokus permasalahan yang teliti. Setelah peneliti telusuri diantara 
skripsi yang membahas mengenai tindak pidana persetubuhan diantara: 
Pertama, Skripsi Hanindiyo Hutomo, “Tindak Pidana Persetubuhan 
Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan 
Negeri Karanganyar No.02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Krg)”, Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Program Studi Hukum.  
Hasil penelitian ini membahas tentang kebijakan hukum pidana materilnya 
saja dan kelayakan sanksinya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis adalah menganalisis studi kasus putusan pengadilan terhadap sanksi 
tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan juga 
pandangan hukum pidana Islam pandangan Kasus tersebut.19 
Kedua, Skripsi Arnaz Dwijayanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi 
Kasus No.1157/Pid.Bib/2012/Pn.Mks)”, Mahasiswa Universitas Hasanudin, 
Program Studi Hukum. Hasil penelitian ini membahas tentang penerapan 
                                                             
18 Ibid., hlm. 286. 
19 Hanindyo Hutomo. “Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak 
Terhadap Anak (Studi Putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Krg)”, Skripsi, Fakultas Hukum 
Universitas Muhammaddiyah Surakarta, 2016. 
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hukum materinya saja dan pertimbangan hukum hakimnya. Sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis studi kasus 
putusan pengadilan terhadap sanksi tindak pidana persetubuhan yang 
dilakukan oleh anak terhadap anak dan juga pandangan hukum pidana Islam 
mengenai Kasus tersebut. 20 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), yakni jenis 
penelitian yang memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara 
menelusuri bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan penelitian 
pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan Pengadilan 
Negeri Surakarta mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan 
oleh anak terhadap anak dengan Nomor Perkara 04/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Skt. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sumber data sekunder yang terdiri atas: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas 
peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan 
                                                             
20 Arnaz Dwijayanto,”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang 
Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No. 1157/Pid.B/2012/PN. Mks)”, Skripsi, 
Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2014. 
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pengadilan. Bahan hukum primer diperoleh melalui bahan yang 
mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu: 
1) Putusan Perkara No. 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt. 
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum serkunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan 
secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-
buku ilmu hukum, hukum pidana Islam, internet dan bahan yang terkait 
dengan permasalahan yang dibahas. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder seperti kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus 
hukum. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang digunakan penulis diantarannya adalah: 
Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menelusuri dan 
mempelajari data sekunder dari dokumen-dokumen berkas perkara yang 
berupa putusan perkara tentang tindak pidana anak pelaku tindak pidana 
persetubuhan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor perkara 
04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt. 
4. Analisis Data 
Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengelolaan 
data, di mana analisis data adalah proses mengatur aturan data, 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 
dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal 
yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang 
terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data 
yang diperoleh kemudian dianalisis.21 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, dengan 
menggunakan kerangka berfikir yaitu dengan pendekatan tinjauan yuridis 
metode menganalisis data yang bersifat deduktif yaitu metode 
menganalisa data yang bersifat umum yang diperoleh untuk kemudian 
diambil kesimpulan yang khusus.  
H. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka kerangka dibagi 
menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-sub: 
                                                             
21 Hadar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gama Univ Press, 
1995), hlm. 63.  
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BAB I PENDAHULUAN, bab ini memberikan gambaran secara 
umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas 
dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode yang 
digunakan dalam penulisan skripsi serta sistematika penulisan. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat 
mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 
penulisan skripsi ini. 
BAB II LANDASAN TEORI, menguraikan tentang 
pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, 
tindak pidana persetubuhan dalam hukum positif, tindak pidana persetubuhan 
dalam hukum pidana islam. 
BAB III, menyajikan tentang gambaran umum Pengadilan Negeri 
Surakarta kelas IA Khusus dan amar putusan No. 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. 
Skt tentang tindak pidana persetubuhan. 
BAB IV ANALISIS, berisi tentang uraian analisa terhadap studi kasus 
putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt 
yang membahas analisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana 
anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan pandangan hukum pidana Islam 
terhadap perkara tindak pidana persetubuhan tersebut. 
BAB V PENUTUP, merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan 
dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga 
berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam 
1. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif 
Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang 
terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, Terjadinya 
pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan 
oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan 
suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi 
terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu. 
Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam 
bentuk larangan dan diancam dengan pidana atas perbuatan tersebut.1 
Kemampuan bertanggung jawab dapat juga diartikan sebagai kondisi batin 
yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membeda-
bedakan hal yang baik dan hal yang buruk.2 
Menurut Van Hammel pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan 
normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam 
kemampuan untuk: 
a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri. 
b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang 
oleh masyarakat. 
                                                             
1Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada’Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan 
Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 70-71. 
2M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, (Yogyakarta: Fakultas  Hukum 
UII, 2002), hlm.129. 
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c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban megandung pengertian 
kemampuan dan kecakapan.3  
Dalam KUHP anak dinyatakan mampu bertanggungjawab ditandai 
oleh salah satu dari dua hal, yaitu: jiwa yang cacat atau jiwa yang 
terganggu karena penyait.  Tidak mampu bertanggungjawab adalah 
ketidaknormalan ‘keadaan’batin pembuat, karena cacat jiwa atau 
gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan 
untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak karena perbuatanya. Dengan 
kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggungfjawab jika tidak 
ditemukan keadaan-keadaan tersebut.4 dalam KUHP anak dinyatakan 
mampu bertanggungjawab adalah semua ana jika jiwanya sehat maka 
dianggap mampu bertaggungjawab dan dapat dituntut. 
Kedudukan seorang anak dalam bertanggungjawab melalui tiga 
masa, yaitu: 
1) Masa pertama 
Pada masa pertama, Seorang anak dianggap masih kecil dan 
dianggap tidak mampu memahami hakekat perbuatan tindak pidana 
serta akibat-akibatnya, dan oleh karena itu ia tidak dikenakan 
pertanggungjawaban pidana sama sekali. 
2) Masa kedua 
                                                             
3 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, (Jakarta: 1985), hlm. 
108.  
4Chairul Huda, “Dari Pidana Tanpa Kesalahan ‘Menuju Kepada ‘Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’: Tinjauan Kritis Terhadap Pemisahan Tindak 
Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 97-98. 
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Pada masa kedua, dapat mengetahui bahwa apa yang 
diperbuatnya merupakan larangan. Akan tetapi pengetahuan dan 
pengalamannya tidak cukup untuk memahami tindakan apa yang 
diambil oleh hukum terhadap dirinya serta memperkirakan hasil 
yang sebenarnya dari perbuatannya. 
3) Masa ketiga 
Pada masa ketiga, seorang anak telah mencapai usia yang 
cukup untuk memahami kedudukannya dalam hukum, karena itu 
perbuatannya dikenakan pertanggungjawaban serta dikenakan 
hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.5 
Menurut KUHP Pasal 45 apabila seorang dibawah umur 
kurang dari 16 (enam belas) tahun umurnya, ketika melakukan 
tindak pidana, maka hakim dapat menentukan yaitu mengembalikan 
kepada orang tua walinya tanpa dijatuhi hukuman atau diserahkan 
kepada pemerintah untuk dididik tanpa dijatuhi hukuman.6 
2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam 
Pengertian Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah 
pembebanan seseorang akibat perbuatannya atau tidak adanya perbuatan 
yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui  
maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.7 
                                                             
5 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 374. 
6 Ibid., hlm. 375. 
7 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2016), hlm. 136. 
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Pertanggungjawaban pidana di atas ditegakkan atas 3 (tiga) hal, 
yaitu: 
a. Adanya perbuatan yang dilanggar 
b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri 
c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.8 
Al-mas’uliyyah al-jinaiy nama lain dari pertanggungjawaban 
pidana, hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat 
delik. Ini berarti hanya mereka yang menerima taklif atau pembebanan saja 
yang dianggap mempunyai pilihan dan mereka itulah yang disebut dalam 
terminologi fiqh sebagai seorang mukalla>f. Itulah sebabnya, mereka yang 
karena suatu sebab hilangnya kemauan tidak dibebani 
pertanggungjawaban pidana, seperti orang yang sakit ingatan, belum 
dewasa, dan orang yang menerima tekanan yang berat untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu.9 
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan 
adanya kesalahan,10 yaitu: 
a. Adanya perbuatan pidana 
b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab 
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 
kealpaan 
d. Tidak adanya alasan pemaaf 
                                                             
8 Ibid 
9 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), ( Bandung: CV Pustaka Setia, 
2000), hlm. 175. 
10 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 164. 
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Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya 
pertanggungjawaban pidana, namun diperlukan dua syarat bersama-sama 
yaitu “mengetahui” (idrak) dan “pilihan” (ikhtiar). Kalau salah satu syarat 
tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.11 
Hukum, dalam sistem hukum apapun bertujuan untuk mewujudkan 
keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, tidak 
terkecuali hukum Islam. Tujuan hukum Islam, sebagaimana telah 
disepakati oleh para ulama, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. al-
Qur’an sendiri sebagai sumber utama hukum Islam merupakan petunjuk 
utama bagi seluruh manusia dan memerintahkan kepada manusia untuk 
taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah untuk menaati kandunganm al-
Qur’an,  termasuk aspek hukumnya dengan demikian harus dipahami 
sebagai ajaran yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di Dunia 
maupun di Akhirat.12  
 
 
 
 
B. Tindak Pidana Persetubuhan dalam Hukum Positif 
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan 
Tindak pidana persetubuhan merupakan bagian dari tindak pidana 
kesusilaan. Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan 
                                                             
11 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 178. 
12 Khoiruddin Nasution, Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam, (Yogyakarta: Suka Press, 
2007), hlm. 118-119. 
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sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang 
berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh 
hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan 
masyarakat.13 Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah 
perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya 
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus 
masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air 
mani.14 
2. Larangan Tindak Pidana Persetubuhan  
Tindak pidana persetubuhan adalah salah satu bentuk kejahatan 
asusila yang diatur di dalam KUHP BAB II. Larangan yang mengatur 
tentang kejahatan tindak pidana persetubuhan yaitu tidak hanya KUHP 
saja lebih khusus diterapkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan anak karena pelaku dan korban persetubuhan 
tersebut adalah seorang anak. 
Di dalam KUHP BAB II dijelaskan dalam Pasal 285, 286, 287 dan 
288. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 81. Adapun isi dari Pasal-pasal 
yang mengatur delik persetubuhan sebagai berikut: 
a. Larangan yang mengatur tindak pidana persetubuhan dalam KUHP 
yaitu: 
Pasal 285 
                                                             
13 Soedarso, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 64. 
14 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap 
Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1998), hlm. 209. 
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“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam 
karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun”. 
 
Pasal 286 
“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan 
padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pinsan atau tidak 
berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) 
tahun”. 
 
Didalam pasal ini perempuan dalam keadaan tidur nyenyak 
tidak termasuk. Pinsan atau tidak berdaya perempuan ini bukan 
perbuatan si pelanggar, apabila yang membuat pinsan atau tidak 
berdaya itu si pelanggar, maka ia dapat dikenai pasal 285 yaitu 
kekerasan.15 
 
Pasal 287 
1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar 
perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau 
kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) 
tahun”. 
2) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur 
wanita belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah 
satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”. 
 
Maksudnya dari pasal ini ayat (1), perempuan itu hari bukan 
istrinya, jika terhadap istrinya sendiri mungkin dapat dikenakan pasal 
288, akan tetapi persetubuhan itu harus berakibat luka pada tubuh 
perempuan tersebut. persetubuhan itu harus betul-betul dilakukan, 
apabila belum sampai demikian, mungkin perbuatan dapat dikenai 
                                                             
15 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 211. 
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pasal 290. Si pelanggar harus mengetahui atau patut dapat 
menyangka, bahwa perempuan itu belum cukup berumur 15 tahun, 
atau bila umur tidak nyata, bahwa perempuan itu belum masanya 
untuk dikawin. Ayat (2), peristiwa ini adalah delik aduan, kecuali 
apabila perempuan itu belum cukup 12 tahun, atau peristiwa peristiwa 
itu berakibat luka berat atau mati. Dalam hal ini tidak dinyatakan 
siapakah yang berhak mengajukan pengaduan itu. Di anggap bahwa 
yang berhak adalah perempuan yang menderita itu.16 
Pasal 288 
1) “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh denga seorang 
wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 
bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, 
apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. 
2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan 
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun”. 
3) “Jika mengakibantkan mati dijatuhkan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun”. 
 
Di Indonesia banyak terjadi perkawinan yang dilakuklan antara 
laki-laki dan perempuan ketika masih kanak-kanak (belum waktunya 
kawin). Pernikahan dilakukan, tetapi barulah dikemudian hari mereka 
diperbolehkan hidup dan tidur bersama-sama. Persetubuhan antara 
mereka ini jika tidak berakibat luka-luka berat atau mati perempuan 
itu, tidak dihukum. Apabila persetubuhan iytu mengakibatkan luka 
berat atau mati maka laki-laki itu dapat dikenakan pasal ini.17 
                                                             
16 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 211. 
 
17 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 212. 
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b. Larangan tindak pidana persetubuhan dalam Undang-undang  Nomor 
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak 
maka akan dijerat dengan pasal 76D Undang-undang  Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu: 
Pasal 76D 
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain” 
 
Sebagaimana sanksinya yaitu terdapat pada pasal 81 yang 
berbunyi: 
Ayat (1) “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. 
Ayat (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain”. 
Ayat (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak 
anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.18 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhi 
                                                                                                                                                                       
 
18 Republika Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3. 
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pidana yaitu pidana pokok Pasal 71 ayat (1) dan pidana tambahan ayat 
(2) dan Tindakan Pasal 82.19 
1. Pasal 71 ayat (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 
a. Pidana peringatan 
b. Pidana dengan syarat: 
1) Pembinaan diluar lembaga 
2) Pelayanan masyarakat, atau 
3) Pengawasan. 
c. Pelatihan kerja 
d. Pembinaan dalam lembaga, dan 
e. Penjara. 
2. Pasal 71 ayat (2) pidana tambahan terdiri atas: 
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana, atau 
b. Pemenuhan kewajiban adat. 
3. Tindakan 
Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal: 
Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi: 
a. Pengembalian kepada orang tua/wali 
b. Penyerahan kepada seseorang 
c. Perawatan dirumah sakit jiwa 
d. Perawatan di LPKS 
                                                             
19 R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK, 
2016), hlm. 194-195. 
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e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan 
yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta 
f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau 
g. Perbaikan akibat tindak pidana. 
Pasal 82 ayat (2) 
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, 
dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. 
Pasal 82 ayat (3) 
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan 
oleh penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. 
Pasal 82 ayat (4) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.20 
 
C. Tindak Pidana Persetubuhan dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan 
Dalam hukum pidana Islam setiap hubungan seksual yang 
diharamkan disebut zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah 
berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang 
mukalla>f.21 Termasuk salah satunya adalah persetubuhan itu sendiri 
masuk dalam kategori zina. 
                                                             
20 R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, hlm. 199. 
21 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: 
PT Raja Grafindo, 2000), hlm. 35. 
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Zina adalah hukuman kelamin antara laki-laki dengan 
perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan 
dengan sadar serta adanya unsur subhat.22 
Para Ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda-beda, 
menurut Ulama empat madzhab mendefinisikan zina sebagai berikut: 
a. Menurut Ulama Malikiyah 
Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang 
mukalla>f terhadap farji manusia (wanita) yang  bukan miliknya 
secara disepakati dengan kesengajaan. 
b. Menurut Ulama Hanafiyah 
Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam 
qubu>l (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam 
keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang 
dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan 
wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada subhat dalam 
miliknya. 
c. Menurut Ulama Syafi’iyah 
Zina adalah memasukkan z\a>ka>r kedalam fa>rji yang 
diharamkan karena zatnya tanpa adanya subhat dan menurut 
tabiatnya menimbulkan syahwat. 
d. Menurut Ulama Hanabilah 
                                                             
22 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 
2008), hlm. 134.  
32 
 
Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik 
terhadap qubu>l (farji) maupun dubu>r.23 
Dalam pemaparan pengertian zina di atas, sangat jelas adanya 
perbedaan-perbedaan pendapat dari kalangan ulama-ulama dalam  
mendefinisikan zina, namun perbedaan itu hanyalah terletak pada 
redaksinya saja. Namun pada sisi hukumnya mereka tidak berbeda 
pendapat. Pada intinya zina adalah perbuatan yang memasukkan alat 
kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang dilakukan di 
luar ikatan pernikahan yang sah dan tanpa ada unsur subhat. 
2. Sumber hukum larangan tindak pidana persetubuhan 
Adapun sumber hukum larangan tindak pidana zina adalah: 
a. Sumber hukum dari Al-Qur’an: 
   
    
         
Artinya: 
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. Dan suatu perbuatan yang buruk”.24  
 
 
  
  
    
  
                                                             
23 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6-7. 
24 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 
2006), hlm. 285. 
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    
   
  
   
 
  
   
 
Artinya: 
“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali 
dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduannya sehingga 
mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam 
menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh 
segerombolan orang-orang yang beriman”.25 
 
3. Hukuman Tindak Pidana Persetubuhan 
Hukuman atau hukum pidana dalam Islam disebut ‘uqu>bah, 
yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal.26 
Di dalam hukum pidana Islam memandang setiap hukuman kelamin di 
luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik 
pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka 
atau tidak.27 
Meskipun para Ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan 
pengertian zina, tetapi mereka sepakat dalam unsur zina, yaitu:  
a. Wathi haram  
b. Sengaja atau ada itikad jahat. 
                                                             
25 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus, 
2009), hlm. 350. 
26 Abdur Rahman I. Doi, Tindak Pidana Dalam Syiat Islam, (Jakarta: PT Melton Putra, 
1992), hlm. 5. 
27 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm. 3. 
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Yang dimaksud wathi haram adalah wathi pada faraj wanita 
bukan istrinya atau hambanya dan masuknya z\a>kar itu seperti 
masuknya ember kedalam sumur dan tetap dianggap zina meskipun 
ada penghalang antara z\a>kar dengan farajnya selama pengahalang 
itu tidak menghalangi kenikmatan.28 
Unsur yang kedua dari jari>mah zina adalah adanya niat atau 
ada itikad jahat. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu 
perbuatan (persetubuhan) padahal ia tau bahwa wanita yang 
disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan 
demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan 
sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram 
maka ia tidak dikenai hukuman h}ad.29 
Zina dilihat dari macam-macam hukuman yaitu tergantung 
kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (ghairu 
mush}s}a>n) atau sudah berkeluarga (mush}s}a>n).30 
1) Hukuman untuk Zina Ghairu Mush}s}a>n 
Zina ghairu mush}s}a>n adalah zina yang dilakukan oleh 
laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk 
pelaku ghairu mush}s}a>n ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, 
yaitu: 
a) Dera 100 (seratus) kali, dan 
b) Pengasingan selama 1 (tahun). 
                                                             
28 A. Dzajuli, hlm. 37. 
29 Ahmad Wardi Muslich, hlm. 25. 
30 Ibid., hlm. 29. 
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Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah 
ibn Ash-Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
 ُرِْكبَْلا ،ًلاِْيبَس َّنَُهل ُالله َلَعَج ْدَق ِّىنَع اُْوذُخ ِّىنَع اُْوذُخ  ُدْلَج ِرِْكبْلِاب  ٍَةئاِم
 ُبَِّيثلاَو ٍَةنَس ُىْفَنَو دوادوبأو ملسم هاور( ُمْج َّرلاَو ٍَةئاِم ُدْلَج ِبَِّيثلِاب
)ىذمرتلاو 
Artinya:  
“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah 
telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina) jejaka dengan 
gadis, hukumanya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. 
Sedangkan duda dengan janda, hukumanya dera 100 kali dan 
rajam”.31 (HR. Muslim, Abu Dawud dan Turmudi) 
 
(1) Hukuman Dera 
Hukuman dera yaitu hukuman yang diberikan jejaka 
dan gadis yang melakukan perbuatan zina sebanyak 100 kali. 
 
 
  
  
    
  
    
   
  
  
 
 
  
     
Artinya:    
“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali 
dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduannya sehingga 
mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam 
                                                             
31 Ibid 
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menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh 
segerombolan orang-orang yang beriman”. 
 
Ayat di atas menerangkan sanksi hukum terhadap 
pelaku zina yang belum menikah (ghairu mush}s}a>n) baik 
laki-laki maupun perempuan yaitu, dengan di dera sebanyak 
seratus kali. Dera dimaksudkan untuk memberikan rasa sakit 
pada kulit badan,disebabkan karena besarnya kejahatan zina, 
dan sebagai peringatan dan pelajaran bagi pelakunya. 
Hukuman dera adalah hukuman h}ad, artinya hukum 
yang sudah ditentukan oleh sya>ra>’ dan mutlak hanya milik 
Allah SWT. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menambah, 
mengurangi, menunda pelaksanaanya, atau mengganti dengan 
bentuk hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh 
sya>ra>, hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak 
masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak 
memberikan pengampunan. 
(2) Hukuman Pengasingan 
Hukuman yang kedua untuk zina ghairu mush}s}a>n 
adalah hukuman pengasingan selama 1 (satu) tahun. Hukuman 
ini didasarkan kepada hadis Ubadah Ibn Shamit tersebut di 
atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilakasanakan 
bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda 
pendapatnya. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam 
untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan 
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apabila hal itu dipandang maslahat. dengan demikian menurut 
mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman 
h}ad melainkan hukuman takzi>r. Pendapat ini juga 
merupakan pendapat Si’ah Zaidiyah. alasanyya adalah bahwa 
hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan 
(dimansukh) dengan surah An-Nur ayat 2. 
Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi’i dan 
Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan 
dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. 
Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini 
merupakan hukuman h}ad, dan bukan hukuman takzi>r. 
Dasarnya adalah hadis Ubadah Ibn Shamit tersebut yang 
didalamnya tercantum: 
 َس ٌيْفَنَو ٍَةئاِم ُدْلَج ِرِْكبل ِاب ُرِْكبَْلا ......ٍَةن  
Artinya:  
....Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali 
dan pengasingan selama 1 (satu) tahun.....32 
 
2) Hukuman untuk zina mush}s}a>n 
Zina mush}s}a>n adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki 
dan perempuan yang sudah berkeluarga  (bersuami atau beristri). 
Hukuman untuk pelaku zina mush}s}a>n ini ada dua macam 
yaitu.33 
a) Dera seratus kali, 
                                                             
32 Ibid., hlm. 30-31. 
33 Ibid., hlm. 33. 
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b) Rajam. 
Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada al-Qur’an 
surat An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi yang telah dikemukakan di 
atas, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadis Nabi 
baik qauliyah maupun fi’liyah. Hukuman rajam adalah hukuman 
mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. 
Dasar hukum untuk hukuman rajam yang berupa sunnah 
qauliyah dan fi’liyah sebagai berikut. 
Hadis Ubadah Ibn Ash-Shamit 
 َع ْن  ُع َب َدا ِة  ْب ِن  َّصلا َما َت  َق َلا هلاو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :
 ُح :ملسو ُذ او َع ِّن ُح ى ُذ َع او ِّن َق ى ْد  َج َع َل  ُالله  َل ُه َّن  َس ِب ْي ًلا ْلا . ِب ْك ُر  ِب ْلا ِب ْك ِر 
 َج ْل ُد  ِم َئا ٍة  َو َن ْف ُى  َس َن ٍة  َو َثلا ِّي ُب  َج ْل ُد  ِم َئا ٍة  َو َر ْج ُم ةعامجلا هاور( 
)ىئاسنلاو ىراخبلالاا 
Artinya:  
Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW, telah 
bersabda:“Ambillah dari diriku, Ambillah dari diriku, 
sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka 
(pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan 
pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda 
hukumannya dera seratus kali dan rajam.”(Hadis diriwayatkan 
oleh jamaah kecuali Bukhari dan Nasa’i). 
 
Hukuman rajam adalah suatu bentuk hukuman mati dengan 
cara dilempari batu dengan disaksikan oleh orang banyak. 
Mengenai hukuman rajam ini merupakan hukuman yang telah 
diakui dan disepakati oleh hampir semua fuqaha>, kecuali 
golongan khawarij, mu’tazilah dan sebagian fuqaha>, si’ah 
menyatan bahwa, sanksi pezina adalah hukuman dera. Adapun 
mereka menolak hukuman rajam adalah:  
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(1) Hukum rajam dianggap paling berat dalam diantara hukum 
yang yang ada adalam Islam namun tidak ditetapkan di dalam 
al-Qur’an 
(2) Hukuman bagi hamba sahaya separuh dari orang merdeka, 
kalau hukum rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada 
hukuman separuh mati. 
(3) Hukuman dera yang tertera dalam surat An-Nur ayat 2 berlaku 
umum, yakni pezina mush}s}a>n dan ghairu mush}s}a>n. 
Sementara Hadis nabi yang menyatakan berlakunya hukuman 
rajam adalah lemah.34 
                                                             
34 Mahrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, cet.1, (Yogyakarta: Logung 
Pustaka, 2014) hlm. 100-102. 
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BAB III 
DESKRIPSI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surakarta 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Surakarta 
Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surakarta terletak di wilayah 
pemerintah kota Surakarta atau lebih terkenal dengan istilah terletak di 
kota Sala. Pengadilan Negeri Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi 
No. 290 Surakarta. Bangunan Pengadilan Negeri Surakarta berdiri sejak 
jaman Belanda, yang pada mulanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu : 
a. Landraad 
b. Landgrecht 
Gedung-gedung tersebut menghadap ke barat yaitu Jl. Dr. 
Soepomo 2-3. Kemudian Pengadilan Tentara membuat gedung di 
Pengadilan Negeri Surakarta yaitu diantara 2 gedung landraad bagian utara 
dan selatan yang juga menghadap ke Jl Dr. Soepomo. Gedung yang 
selatan pada mulanya juga landraad / landgrecht, yakni gedung landraad 
dan landgrecht Sragen-Wonogiri di Surakarta. Pada Jaman R.I. gedung-
gedung tersebut menjadi Pengadilan Negeri Sragen-Wonogiri. Pada tahun 
1966 Pengadilan Negeri Sragen-Wonogiri dipecah masing-masing berdiri 
sendiri dan harus berkantor di daerah masing-masing Karanganyar dan 
Sukoharjo pada jaman Belanda berupa Kawedanan Pemerintahannya ikut 
Surakarta. Setelah Kabupaten terbentuk Pengadilan masih ikut yurisdiksi 
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Pengadilan Negeri Surakarta. Setelah Pengadilan Negeri Karanganyar dan 
Sukoharjo terbentuk dan personelnya terisi, harus menduduki daerah 
masing-masing, dan pada tahun 1966 memisahkan diri dari Pengadilan 
Negeri Surakarta dan menduduki daerah masing-masing. 
Pada tahun 1996 Pengadilan Negeri Surakarta yang semula 
menghadap ke Jalan Dr. Soepomo 2-3, kemudian berganti menghadap ke 
Jalan Slamet Riyadi No. 290 sampai dengan sekarang. Keadaan 
Pengadilan Negeri Surakarta saat ini Luas Tanah 9640 m dengan Luas 
Gedung 5330 m dan Luas Halaman 4310 m. 
Pengadilan Negeri Surakarta mengalami beberapa kali kenaikan 
kelas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 21 
Septrember 1999, Nomor. M.08.AT.01.05 Tahun 1999 Pengadilan Negeri 
Surakarta naik kelas dari Kelas IB menjadi Kelas IA. Kemudian dari Kelas 
IA menjadi Kelas IA Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia R.I. tanggal 2 September 2003, Nomor : M. 4725. 
Kp. 04. 04 Tahun 2003. 
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Surakarta 
Visi Pengadilan Negeri Surakarta 
a. Menjaga kemandirian badan peradilan 
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 
keadilan 
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 
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Misi Pengadilan Negeri Surakarta 
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Surakarta kelas IA khusus yang agung”. 
3. Struktur Organisasi 
 
Ketua Pengadilan Negeri Surakarta: 
Dwi Tomo, SH., M.Hum 
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta: 
Krosbin I. Gaol, SH., MH. 
Sekretaris: Rumiasari, SE., SH., MM. 
Kepala Bagian Umum: Drs. Joko Siswo Pramono, SH., MM. 
Hakim:  
No Nama Hakim No Nama Hakim 
1 Dwi Tomo, SH., M.Hum 14 Andy Subiyantadi, SH., MH. 
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2 
Krosbin I. Gaol, SH., 
MH. 
15 
Sri Widiyastuti, SH., KN. 
3 Supomo, SH., MH 16 Mangapul Girsang, SH. 
4 
Dwi Prapti Maryudiati, 
SH. 
17 
Puji Hendro Suroso, SHM., MH 
5 Arini, SH. 18 Fredrik Frans Samuel Daniel, SH 
6 
Mula Pangaribuan, SH., 
MH. 
19 
Pandu Budiono, SH., MH. 
7 
Maximianus Daru 
Hermawan, SH. 
20 
Tongam Oase Christian Hasudungan 
Simanjuntak, SH., MHum. 
8 Agus Iskandar, SH.,MH. 21 A. Zamroni, SH., MHum. 
9 
Arie Winarsih, SH., 
MHum. 
22 
R. Azharyadi Priakusumah, SH., MH 
10 Usman, SH., MH. 23 Dalyusra, SH., MH. 
11 Abdul Ra’uf, SH., MH. 24 Sigit Pangudianto, SH., MH 
12 H. Muhammad, SH.,MH. 25 Priyanto, SH., MHum. 
13 Endang Makmum, SH 26 Heru Budyanto, SH., MH. 
 
Panitera 
Panitera 
Sulaiman, SH., MH. 
Wakil Panitera 
- 
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Panitera Muda Perdata Hariyanta, SH. 
Panitera Muda Pidana Hendra Baju Broto Kuntjoro, SH. 
Panitera Muda Hukum Sunarto, SH., MH. 
 
Kedudukan Pengadilan Negeri Surakarta berada di bawah lembaga 
Mahkamah Agung RI atau Badan Peradilan Umum atau Pengadilan Tinggi 
Semarang sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bertugas 
menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pokok Pengadilan Negeri 
Surakarta adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan 
perkara. 
B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Tentang Tindak 
Pidana Persetubuhan Perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt 
1. Deskripsi Perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt Tentang 
Tindak Pidana Persetubuhan Anak 
Disini penulis akan menguraikan kronologi dalam kasus anak 
pelaku tindak pidana persetubuhan, di dalam perkara Nomor 04/ Pid. 
Sus-Anak/ 2017/ PN. Skt tentang persetubuhan terdakwa yang bernama  
JS (16) tahun. Penulis akan menguraikan kronologi dalam kasus anak 
pelaku tindak pidana persetubuhan. Di dalam perkara 04/Pid.Sus-
Anak/2017/PN. Skt tentang tindak pidana persetubuhan terdakwa yang 
bernama JS (16) tahun. Bahwa peristiwa terasebut berawal dari hari 
Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-
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tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di 
perempatan lampu merah Panggung, Jebres, Surakarta tepatya di depan 
SMK 1  Kristen Surakarta. Saksi korban yang bernama NSRD (15) 
tahun. Sekitar pukul 14.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor 
menemui anak JS di depan SMK 1 Kristen Panggung Jebres Surakarta. 
Sekitar pukul 15.00 WIB anak JS datang menghampiri saksi korban 
bersama dengan temannya yang bernama saksi Z saat itu anak JS 
bertanya kepada saksin korban “ T , ya “, kemudian saksi korban jawab 
“iya”, kemudian setelah ngobrol anak JS mengajak korbannya untuk 
main kerumah korban namun korban menolak karena takut ketahuan 
orang tua korban, selanjutnya JS bertanya “ mau pergi kemana?”, korban 
menjawab “ terserah aja”. 
Kemudian JS, korban dan saksi Z berbonceng 3 (tiga) dengan 
mengendarai sepeda motor korban dengan posisi JS yang mengendarai 
motor dan korban duduk didepannya sedangkan saksi Z bonceng di 
belakang, selanjutnya saksi korban di ajak putar-putar di sekitar alun-
alun kidul kemudian sekitar pukul 16.00 WIB putar-putar lagi di area 
Banana Garden Mojolaban Sukohajro sampai pukul 19.00 WIB, setelah 
itu anak JS, korban dan saksi pulang kerumah JS di Serengan Surakarta, 
dan dirumah JS tersebut korban bertemu dengan neneknya dan korban di 
kenalkan kepada neneknya bahwa korban adalah pacarnya, setelah itu 
korban ngobrol dengan JS sampai jam 21.00 WIB sambil menunggu 
saksi pulang, kemudian sekitar pukul 22.00 saksi datang lagi ketempat 
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JS, korban takut pulang karena sudah malam maka korban tidur dirumah 
JS, dan saat itu korban tidur di kamar kakaknya JS sedangkan JS dan 
saksi tidur di ruang tamu. 
Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 desember 2016 sekitar jam 
11.00 WIB korban di ajak JS ke dapur sesampainya di dapur korban 
dicium pipinya namun korban menolak, akan tetapi JS kembali mencium 
pipi korban, selanjutnya JS mengajak korban berhubungan badan namun 
korban menolak, kemudian JS menjanjikan dengan mengatakan akan 
melamar korban dan juga menjanjikan jika mau melakukan hubungan 
badan dengan terdakwa “ora bakal ono uwong sing ngerti (tidak akan 
ada orang yang tau)”. Setelah itu JS duduk di kursi kemudian korban 
disuruh mengulum kemaluanya (penisnya) sambil tanganya memegang 
tangan kanan korban, kemudian menggerak-nggerakan tangannya naik 
turun agar supaya JS merasa terangsang, kemudian setelah beberapa saat 
tangannya dilepas selanjutnya JS menyuruh korban melepas celananya 
namun saksi korban menolak, kemudian JS melepas celana korban 
selanjutnya didudukkan di atas meja makan kemudian penis JS 
dimasukan ke dalam vagina saksi korban dan digerak-gerakan naik turun 
sambil tanganya JS meremas-remas payudara korban beberapa menit 
hingga JS mengeluarkan sperma di luar atau lantai. 
Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang kedua pada hari minggu 
tanggal 4 Desember 2016 sekitar pukul 10.30 WIB korban diajak JS ke 
dapur dan kemudian JS duduk di kursi dengan memakai sarung, 
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selanjutnya JS membuka sarungnya dan mengeluarkan kemaluanya 
(penisnya), setelah itu korban disuruh mengulum kemaluanya, setelah itu 
celana korban di buka namun saat itu korban masih menggunakan kaos 
oblong dan ditidurkan di lantai, kemudian dalam posisi JS menindih 
tubuh korban, kemaluan (penis) dimasukan kedalam vagina sambil 
meremas-remas payudara dan menggerakan penisnya naik turun, setelah 
itu sperma dikeluarkan di luar atau dibuang di lantai selanjutnya korban 
memakai celananya kembali. 
Selanjutnya untuk kejadian yang ke tiga kalinya JS melakukan di 
warnet SPEED NET DAWUNG yaitu pada hari Senin tanggal 5 
Desember 2016 sekitar jam 18.00 WIB, awalnya JS di bilik warnet 
bersama korban membuka Facebook dan memutar lagu setelah itu JS 
bersama korban membuka situs porno yaitu “18 TUBE, X HAMSTER, X 
JEPANG” yang menyediakan film-film porno dan setelah menonton film 
porno tersebut JS dan korban menjadi nafsu sehingga saat itu korban 
langsung memegang kemaluan JS dan melakukan oral menggunakan 
tangan hingga sperma JS keluar sebanyak 1 kali.1  
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 
04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt 
Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh 
fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
                                                             
1 Putusan Mahkamah Agung. Putusan No. 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skt 
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Menimbang bahwa anak JS (15) tahun diajukan kepersidangan 
oleh Penunutut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai 
berikut: 
Dakwaan kesatu 
Bahwa anak JS pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 
sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih 
dalam tahun 2016, sesuai yang ada dalam kronologi yang telah 
dipaparkan di atas, anak JS dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau orang lain. 
Perbuatan anak JS tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
ATAU 
Dakwaan Kedua 
Bahwa anak JS pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 
sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih 
dalam tahun 2016, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, 
tanpa dikehendaki orang tuannya atau walinya tetapi dengan 
persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap 
wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. 
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Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan anak JS, umur saksi 
korban NSRD berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Akta 
Kelahiran No. 4807/2001 tanggal 23 September 2001. 
Perbuatan anak JS tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP. 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, 
anak JS dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi 
dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan. 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut 
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan: 
Visum Et Repertum dari urusan kesehatan Polresta Surakarta 
Nomor: SFK-17/VER/XII/2016/Ur Kes tanggal 07 Desember 2016 yang 
diperiksa oleh Evi Imawati, Amd. Keb, dan diketahui oleh Dr. Christy 
Octaria telah bdilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan 
yang bernama NSRD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
a) Anak ini datang dalam keadaan sadar. Ia mengaku pusing. 
b) Anak ini mengaku diajak bertemu di Panggung, Jebres, Surakarta 
pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 WIB, kemudian ia diajak 
kerumah pelaku di daerah Dawung Tengah, Surakarta. Selama di 
rumah pelaku, ia mengaku diajak berhubungan dengan pelaku 
sebanyak satu kali pada hari senin tanggal 05 Desember 2016 di 
Dawung Tengah, Serengan, Surakarta. 
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c) Pada pemeriksaaan pada tanda-tanda vital tubuh, tekanan darah 
seratus sepuluh per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi 
delapan kali permenit, suhu tiga puluh ernam koma enam derajat 
celcius dan frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit. 
d) Pada pemeriksaan fisik: 
1) Kepala: tidak ditemuka luka dan tanda-tanda kekerasan. 
2) Leher: tidak ditemukan luka dan tanda-tanda kekerasan. 
3) Dada/payudara: tidak ditemukan luka dan tanda-tanda 
kekerasan. 
4) Perut: tidak ditemukan luka dan tanda-tanda kekerasan. 
5) Kemaluan/alat kelamin: 
(a) Pada selaput darah ditemukan luka robek lama sampai 
dasar arah jam satu, arah jam tiga, arah jam sembilan, dan 
arah jam sepuluh. 
(b) Diantara lubang kemaluan dan lubang dubur ditemukan 
luka memar. 
(c) Terdapat darah haid. 
6) HPMT pada tanggal 06 Desember 2016. 
7) Anggota gerak atas dan bawah: tidak ditemukan luka dan tanda-
tanda kekerasan. 
e) Anak ini kemudian dikembalikan lagi kepada petugas. 
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Kesimpulan: 
Ada pemeriksaan seorang anak perempuan yang berusia 15 (lima 
belas) tahun tersebut, pada selaput darh ditemukan luka robek lama 
sampai dasar arah jam satu, arah jam tiga, arah jam sembilan dan arah 
jam sepuluh. Dan diantara lubang kemaluan dan lubang dubur ditemukan 
luka memar akibat kekerasan benda tumpul, terdapat darah haid. 
Menimbang, bahwa atas pembacaan Visum Et Repertum anak JS 
menyatakan benar dan tidak keberatan tersebut. 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 
sebagai berikut: 
1. Satu buah kaos warna hitam dibagian depan bertuliskan Endang 
Soekamti badjinga dengan tinta warna putih, diabgian belakang 
bertuliskan Endang Soekamti kejujuran hati yang berani dengan tinta 
warna putih. 
2. Satu kemeja warna biru tua lengen pendek, motif garis-garis, 
kantong warna hitam. 
3. Satu buah celana pendek warna putih cream. 
4. Satu buah handphone metrek smart freen warna hitam, model 
AD688G, No. IMEI 8654005023757812, No. Telp 089530044086. 
5. Satu unit sepeda motor merek Yamaha type mio/AL115S 5TL CW 
tahun 2008, No. POL AD-2438 ZA, Nomor rangka 
MH35TL2068K160613, Nomor mesin 5TL11159882, atas Nama S. 
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SH, alamat Kadang Sapi, RT 01/RW 01, Kel. Tegalharjo, Kec. 
Jebres, Surakarta. 
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini disita secara 
sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat 
pembuktian. 
Menimbang, bahwa berdesarkan keterangan saksi anak JS dan 
barang bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum. 
Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan 
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak JS dapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadannya. 
Menimbang, bahwa anak JS telah didakwa dengan dakwaan yang 
berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta 
hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ke satu, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Setiap orang. 
b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan 
atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannnya atau 
orang lain. 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsut tersebut Hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
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1. Unsur setiap orang 
Bahwa unsur ini pengertiannya menunjuk kepada seseorang 
atau pelaku yang dapat bertanggungjawab yang telah melakukan 
perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana. sebagaimana 
dirumuskan dan didakwakan serta fakta-fakta yang terungkap di depan 
persidangan ialah terdakwa JS (15) tahun, sebagai orang yang 
bertanggungjawab atas perbuatannya dan anak JS di depan 
persidangan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta di 
persidangan tidak ada yang menyanggah anak JS selaku pelakunya 
dalam perkara ini dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan 
pembenar pada diri anak JS, dengan demikian unsur ini telah 
terpenuhi. 
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain 
kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannnya atau orang lain. 
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan 
para saksi dan keterangan anak JS, diperoleh fakta bahwa berawal dari 
hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 WIB atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di 
perempatan lampu merah Panggung, Jebres, Surakarta tepatya di depan 
SMK 1  Kristen Surakarta. Saksi korban yang bernama NSRD 15 (lima 
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belas) tahun. Sekitar pukul 14.00 WIB dengan mengendarai sepeda 
motor menemui anak JS di depan SMK 1 Kristen Panggung Jebres 
Surakarta. Sekitar pukul 15.00 WIB anak JS datang menghampiri saksi 
korban bersama dengan temannya yang bernama saksi Z saat itu anak JS 
bertanya kepada saksin korban “ T , ya “, kemudian saksi korban jawab 
“iya”, kemudian setelah ngobrol anak JS mengajak korbannya untuk 
main kerumah korban namun korban menolak karena takut ketahuan 
orang tua korban, selanjutnya JS bertanya “ mau pergi kemana?”, korban 
menjawab “ terserah aja”. 
Kemudian JS, korban dan saksi Z berbonceng 3 (tiga) dengan 
mengendarai sepeda motor korban dengan posisi JS yang mengendarai 
motor dan korban duduk didepannya sedangkan saksi Z bonceng di 
belakang, selanjutnya saksi korban di ajak putar-putar di sekitar alun-
alun kidul kemudian sekitar pukul 16.00 WIB putar-putar lagi di area 
Banana Garden Mojolaban Sukohajro sampai pukul 19.00 WIB, setelah 
itu anak JS, korban dan saksi pulang kerumah JS di Serengan Surakarta, 
dan dirumah JS tersebut korban bertemu dengan neneknya dan korban di 
kenalkan kepada neneknya bahwa korban adalah pacarnya, setelah itu 
korban ngobrol dengan JS sampai jam 21.00 WIB sambil menunggu 
saksi pulang, kemudian sekitar pukul 22.00 saksi datang lagi ketempat 
JS, korban takut pulang karena sudah malam maka korban tidur dirumah 
JS, dan saat itu korban tidur di kamar kakaknya JS sedangkan JS dan 
saksi tidur di ruang tamu. 
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Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 desember 2016 sekitar jam 
11.00 WIB korban di ajak JS ke dapur sesampainya di dapur korban 
dicium pipinya namun korban menolak, akan tetapi JS kembali mencium 
pipi korban, selanjutnya JS mengajak korban berhubungan badan namun 
korban menolak, kemudian JS menjanjikan dengan mengatakan akan 
melamar korban dan juga menjanjikan jika mau melakukan hubungan 
badan dengan terdakwa “ora bakal ono uwong sing ngerti (tidak akan 
ada orang yang tau)”. Setelah itu JS duduk di kursi kemudian korban 
disuruh mengulum kemaluanya (penisnya) sambil tanganya memegang 
tangan kanan korban, kemudian menggerak-nggerakan tangannya naik 
turun agar supaya JS merasa terangsang, kemudian setelah beberapa saat 
tangannya dilepas selanjutnya JS menyuruh korban melepas celananya 
namun saksi korban menolak, kemudian JS melepas celana korban 
selanjutnya didudukkan di atas meja makan kemudian penis JS 
dimasukan ke dalam vagina saksi korban dan digerak-gerakan naik turun 
sambil tanganya JS meremas-remas payudara korban beberapa menit 
hingga JS mengeluarkan sperma di luar atau lantai. 
Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang kedua pada hari minggu 
tanggal 4 Desember 2016 sekitar pukul 10.30 WIB korban diajak JS ke 
dapur dan kemudian JS duduk di kursi dengan memakai sarung, 
selanjutnya JS membuka sarungnya dan mengeluarkan kemaluanya 
(penisnya), setelah itu korban disuruh mengulum kemaluanya, setelah itu 
celana korban di buka namun saat itu korban masih menggunakan kaos 
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oblong dan ditidurkan di lantai, kemudian dalam posisi JS menindih 
tubuh korban, kemaluan (penis) dimasukan kedalam vagina sambil 
meremas-remas payudara dan menggerakan penisnya naik turun, setelah 
itu sperma dikeluarkan di luar atau dibuang di lantai selanjutnya korban 
memakai celananya kembali. 
Selanjutnya untuk kejadian yang ke tiga kalinya JS melakukan di 
warnet SPEED NET DAWUNG yaitu pada hari Senin tanggal 5 
Desember 2016 sekitar jam 18.00 WIB, awalnya JS di bilik warnet 
bersama korban membuka Facebook dan memutar lagu setelah itu JS 
bersama korban membuka situs porno yaitu “18 TUBE, X HAMSTER, X 
JEPANG” yang menyediakan film-film porno dan setelah menonton film 
porno tersebut JS dan korban menjadi nafsu sehingga saat itu korban 
langsung memegang kemaluan JS dan melakukan oral menggunakan 
tangan hingga sperma JS keluar sebanyak 1 kali. 
Berdasarkan Visum Et Repertum dari urusan kesehatan Poresta 
Surakarta Nomor SFK-17/VER/X11/2016/Ur Kes tanggal 07 Desember 
2016 yang diperiksa oleh Evi Imawati , Amd.Keb, dan diketahui oleh Dr. 
Christy Octaria telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang 
perempuan yang bernama NSRD dengan hasil pemeriksaan sebagai 
berikut: 
a. Anak ini datang dalam keadaan sadar, ia mengeluh pusing. 
b. Anak ini mengaku diajak bertemu dengan oelaku di Panggung, Jebres, 
Surakarta pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 WIB, kemudian 
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ia diajak ke rumah pelaku di daerah Dawung Tengah, Surakarta. 
Selama ini pelaku, ia mengaku diajak berhubungan badan dengan 
pelaku sebanyak satu kali pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016 
di rumah pelaku di Dawung Tengah, Serengan, Surakarta. 
c. Pada pemeriksaaan pada tanda-tanda vital tubuh, tekanan darah 
seratus sepuluh per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi 
delapan kali permenit, suhu tiga puluh ernam koma enam derajat 
celcius dan frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit. 
d. Pada pemeriksaan fisik: 
1) Kepala: tidak ditemuka luka dan tanda-tanda kekerasan. 
2) Leher: tidak ditemukan luka dan tanda-tanda kekerasan. 
3) Dada/payudara: tidak ditemukan luka dan tanda-tanda kekerasan. 
4) Perut: tidak ditemukan luka dan tanda-tanda kekerasan. 
5) Kemaluan/alat kelamin: 
(a) Pada selaput darah ditemukan luka robek lama sampai dasar 
arah jam satu, arah jam tiga, arah jam sembilan, dan arah jam 
sepuluh. 
(b) Diantara lubang kemaluan dan lubang dubur ditemukan luka 
memar. 
(c) Terdapat darah haid. 
6) HPMT pada tanggal 06 Desember 2016. 
7) Anggota gerak atas dan bawah: tidak ditemukan luka dan tanda-
tanda kekerasan. 
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e. Anak ini kemudian dikembalikan lagi kepada petugas. 
Kesimpulan:  
Pada pemeriksaan seorang anak perempuan yang mengaku 
berusia 15 (lima belas) tahun tersebut, pada selaput darh ditemukan luka 
robek lama sampai dasar arah jam satu, arah jam tiga, arah jam sembilan 
dan arah jam sepuluh. Dan diantara lubang kemaluan dan lubang dubur 
ditemukan luka memar akibat kekerasan benda tumpul, terdapat darah 
haid. 
Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan anak JS (15) tahun, 
umur saksi korban NSRD berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan 
Akta Kelahiran No. 4807/2001 tanggal 23 September 2001. Dengan 
demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat 
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Maka anak JS haruslah dinyatakan 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagai mana dalam dakwaan kesatu. 
Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum anak 
JS mohon agar anak JS mohon untuk dikembalikan kepada orang 
tuannya dan dari keterangan ibu JS mohon untuk dikembalikan lagi 
kepadanya karena masih sanggup untuk membina, mendidik, dan 
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menjaganya dengan baik dan hasil rekomendasi dari Litmas Bapas 
Surakarta anak JS dijatuhi tindakan berupa perawatan di LPKS. 
Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Umum anak 
JS tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa 
dalam menjatuhkan hukuman kepada anak JS yang akan mendapatkan 
pendidikan ketrampilan paket A yang sangat bermanfaat untuk 
menambah Sumber Daya Anak JS juga untuk membekali masa 
depannya, dan Hakim memandang apabila dikembalikan kepada orang 
tuanya dikhawatirkan anak JS akan mengulangi lagi Perbuatannya karena 
ibunya sibuk bekerja sebagai tulang punggung keluargan dikarenakan 
ayah JS sudah meninggal dunia dan anak JS sehari-hari lebih banyak 
diasuh neneknya yang sudah tua oleh karena itu lebih baik dan 
bermanfaat kalau anak JS diberikan perawatan di LPKS Balai 
Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Kartinin di Tawangmangu dengan 
demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim menolak 
pledoi dari penasehat anak JS juga permintaan ibu anak JS. 
Menimbang, bahwa mengenai pidana denda untuk perkara anak 
sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan Pidana Anak maka 
pidana denda diganti denga pelatihan kerja mengenai lama dan 
tempatnya akan dicantumkan dalam amar putusan. 
Menimbaang, bahwa oleh karena lama persidangan tidak 
didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban 
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pidana atas anak JS baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh 
karena itu terhadap anak JS harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan 
umur anak JS. 
Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata 
memberikan pembalasan atau balas dendam akan tetapi bertujuan untuk 
memperbaiki diri anak JS dan demi masa depannya. 
Menimbang, barang bukti dalam perkara ini yaitu: 
1. Satu buah kaos warna hitam dibagian depan bertuliskan Endang 
Soekamti badjinga dengan tinta warna putih, dibagian belakang 
bertuliskan Endang “Soekamti kejujuran hati yang berani” dengan 
tinta warna putih. 
2. Satu kemeja warna biru tua lengen pendek, motif garis-garis, 
kantong warna hitam. 
3. Satu buah celana pendek warna putih cream. 
4. Satu buah handphone merek Smart Freen warna hitam, model 
AD688G, No. IMEI 8654005023757812, No. Telp 089530044086. 
5. Satu unit sepeda motor merek Yamaha type mio/AL115S 5TL CW 
tahun 2008, No. POL AD-2438 ZA, Nomor rangka 
MH35TL2068K160613, Nomor mesin 5TL11159882, atas Nama S. 
SH, alamat Kadang Sapi, RT 01/RW 01, Kel. Tegalharjo, Kec. 
Jebres, Surakarta. 
Statusnya akan diputuskan dalam putusan dan akan ditetapkan 
dalam amar putusan. 
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Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidan terhadap anak JS 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 
dan keadaan yang meringkan bagi anak JS: 
Keadaan yang memberatkan: 
a. Bahwa perbuatan anak JS membuat perasaan traumatik kepada saksi 
korban NSRD. 
b. Bahwa perbuatan anak JS melanggar norma agama dan norma 
kesusilaaan. 
Keadaan yang meringankan: 
1) Anak JS mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan 
bersikap sopan dan juga berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya. 
2) Usia anak JS yang sangat muda diharapkan masih dapat 
memperbaiki perilakunya. 
3) Anak JS belum pernah di hukum. 
Menimbang, bahwa oleh karena anak JS dijatuhi pidana maka 
haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. 
Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 71 Ayat (1), 
Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 
1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang bersangkutan. 
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3. Putusan Hakim Pengadilan Negerin Surakarta Nomor 04/Pid.Sus-
Anak/2017/PN. Skt 
PUTUSAN 
Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana anak 
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan 
putusan sebagai berikut dalam perkara anak: 
1. Nama Lengkap  : JS bin M 
2. Tempat Lahir  : Surakarta 
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/17 Juni 1999 
4. Jenis Kelamin  : laki-laki 
5. Kebangsaan  : Indonesia 
6. Tempat Tinggal  : Kp. Demangan, Rt. 03, Rw. 13, No. 
25,Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta. 
7. Agama   : Islam 
8. Pendidikan  : SD 
Anak JS dalam perkara ini tidak ditahan. 
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Anak Siti Kasiati, 
S.Ag., M.Ag , Dkk, Penasehat Hukum, berkantor di Majelis Hukum dan 
HAM pimpinan wilayah Aisiyah Jawa Tengah dan ibu anak JS serta 
Ripresiksanto S.H petugas Bapas Surakarta. 
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Berdasarka Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2018 dan 
didampingi oleh orang tua anak (ibu) anak.   
Pengadilan Negeri Tersebut: 
Setelah membaca: 
a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 04/Pid.Sus-
Anak/2017/PN. Skt tanggal 20 April 2017 tentang penunjukan 
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 
b. Penetapan Hakim Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt tanggal 20 
April 2017 penetapan hari sidang. 
c. Hasil penelitian Kemasyarakatan Anak JS dari Bapas Surakarta. 
d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. 
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak JS 
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan 
dipersidangan: 
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan 
oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Menyatakan Anak JS bersalah melakukan Tindak Pidana 
“Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA 
PDM-42/SKRTA/Euh.2/3/2017 tanggal 03 April 2017. 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak JS Bin M dengan menjalani 
perawatan di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Kartini di 
Tawungmangu, Kabupaten Karanganyar selama 4 (empat) bulan,  
3. dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
Subsider selama 1 (satu) bulan 
4. Menyatakan barang bukti berupa: 
a. Satu buah kaos warna hitam dibagian depan bertuliskan “Endang 
Soekamti badjingan” dengan tinta warna putih, dibagian belakang 
bertuliskan Endang Soekamti kejujuran hati yang berani dengan 
tinta warna putih. 
b. Satu kemeja warna biru tua lengen pendek, motif garis-garis, 
kantong warna hitam. 
c. Satu buah celana pendek warna putih cream. 
d. Satu buah handphone metrek smart freen warna hitam, model 
AD688G, No. IMEI 8654005023757812, No. Telp 
089530044086. 
e. Satu unit sepeda motor merek Yamaha type mio/AL115S 5TL 
CW tahun 2008, No. POL AD-2438 ZA, Nomor rangka 
MH35TL2068K160613, Nomor mesin 5TL11159882, atas Nama 
S. SH, alamat Kadang Sapi, RT 01/RW 01, Kel. Tegalharjo, Kec. 
Jebres, Surakarta. 
5. Menetapkan anak JS membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 
(dua ribu rupiah). 
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Setelah mendengar pembelaan anak JS yang pada pokoknya 
mengajukan permohonan untuk menyerahkan anak JS kepada orang tua 
atau wali. 
Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap 
pembelaan anak JS yang pada pokoknya menyatakan tetap pada 
tuntutanya. 
Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum anak JS terhadap 
pembelaan Penasehat Hukum Anak JS yang pada pokoknya menyatakan 
tetap pada permohonanya. 
MENGADILI 
1. Menyatakan Anak JS Bin M bersalah melakukan tindak pidana 
“Persetubuhan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana surat 
dakwaan kesatu. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak JS Bin M dengan menjalani 
perawatan di LPKS Balai Rehabilotasi Sosian Anak Nakal Kartini di 
Tawangmangu selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar diganti denagn pelatihan kerja selama 1 (satu) 
bulan di YPAN (Yayasan Bina Anak Nakal) Bina Putera Surakarta 
Jalan Bibis Baru Nomor 03, RT 02/RW 02, Nusukan, Banjarsari, 
Kota Surakarta. 
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3. Menyatakan barang bukti berupa: 
a. Satu buah kaos warna hitam dibagian depan bertuliskan Endang 
Soekamti badjingan dengan tinta warna putih, dibagian belakang 
bertuliskan Endang Soekamti kejujuran hati yang berani dengan 
tinta warna putih. 
b. Satu kemeja warna biru tua lengen pendek, motif garis-garis, 
kantong warna hitam. 
c. Satu buah celana pendek warna putih cream. 
d. Satu buah handphone metrek smart freen warna hitam, model 
AD688G, No. IMEI 8654005023757812, No. Telp 
089530044086. 
e. Satu unit sepeda motor merek Yamaha type mio/AL115S 5TL 
CW tahun 2008, No. POL AD-2438 ZA, Nomor rangka 
MH35TL2068K160613, Nomor mesin 5TL11159882, atas 
Nama S. SH, alamat Kadang Sapi, RT 01/RW 01, Kel. 
Tegalharjo, Kec. Jebres, Surakarta. 
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 
Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2017 
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Sri Widyastuti, S.H., K.N, 
sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surakarta 
dibantu oleh Suwarno S.H., Panitera penggati pada Pengadilan Negeri 
Surakarta, serta dihadiri oleh Hermawati, S.H Penuntut Umum pada 
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Kejaksaan Negeri Surakarta, Anak JS Bin M, orang tua kandung Anak 
JS, Penasihat Hukum dari Anak JS Ripresiksanto S.H petugas BAPAS 
Surakarta.2 
                                                             
2 Putusan Mahkaman Agung. Putusan No. 04/Pid. Sus-Anak/PN. Skt. 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh 
Anak Terhadap Anak dalam Perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. 
Skt. 
Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada 
saat sidang di Pengadilan. Mengambil keputusan sangatlah diperlukan oleh 
Hakim untuk menetapkan status seseorang terdakwa dalam suatu 
persidangan. Hakim dalam mengambil keputusan memerlukan pertimbangan-
pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan 
sosiologis. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam 
memutus suatu perkara di persidangan. Jika argumen itu tidak benar dan tidak 
sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak 
benar dan tidak memenuhi rasa keadilan. 
Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana, maka akan melakukan 
tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang 
diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) 
dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan 
penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum 
yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan 
menetapkan suatu sanksi pidana kepada terdakwa. 
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Pada saat tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata hanya untuk 
memberikan pembalasan atau balas dendam saja melainkan bertujuan pula 
untuk memperbaiki diri anak dan demi masa depannya. Pada khususnya 
untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan dijatuhi pidana atau 
tindakan. 
Penjatuhan pidana yang dimaksudkan pada putusan Nomor 
04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt tentang persetubuhan yang dilakukan oleh 
anak terhadap anak di bawah umur dimana penjatuhan pidana tersebut 
merupakan upaya pemidanaan anak dan juga perlindungan terhadap anak 
juga. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  yang 
mengatur tentang perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum yang berbeda dengan pelaku tindak pidana bagi orang dewasa dimana 
ancaman pidana maksimum bagi anak tersebut yaitu  ½ (satu per dua) dari 
ancaman maksimum yang diberikan kepada orang dewasa dan untuk anak 
yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dikenakan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana mati.1 
Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
hukuman terhadap terdakwa dalam putusan perkara Nomor 04/Pid.Sus-
Anak/2017/PN. Skt, dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak 
terhadap anak yang diterapkan terhadap terdakwa sebagai mana yang 
didakwakan oleh Penuntut Umum Menurut analisa penulis bahwa Hakim di 
dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa telah mempertimbangankan 
                                                             
1 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Sinar Grafika, Jakarta: 2004), hlm. 29. 
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unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang 
mana Pasal tersebut telah  memenuhi unsur-unsur: 
1. Setiap Orang. 
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain. 
Penjelasan Unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2): 
a. Unsur Setiap Orang 
Pengertian “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau 
korporasi dan yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Bahwa 
unsur ini pengertiannya menunjuk kepada seseorang atau pelaku yang 
dapat bertanggungjawab yang telah melakukan perbuatan melanggar 
hukum dan diancam pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti dalam perkara yang dimaksud unsur ke-1 dari Pasal yang 
termuat Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa atas nama JS, 
sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum. 
Selanjutnya untuk menetapkan apakah benar terdakwa tersebut 
subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara tersebut 
Hakim masih perlu membuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah 
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melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang 
telah didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika benar terdakwa 
telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi 
semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya 
unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah 
pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini. Karena unsur Kesatu 
telah terpenuhi maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur yang 
kedua yaitu: 
b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain. 
Bahwa mengenai unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan 
sebagai berikut: 
1. Kesengajaan sebagai maksud 
Pelaku sengaja sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang 
timbul atas perbuatan yang dilakukannya. Kesengajaan ini 
merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana. 
2. Kesengajaan sebagai kepastian 
Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari 
sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat dikehendakinya. 
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3. Kesengajaan sebagai kemungkinan 
Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari 
tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang dikehendakinya.2 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang 
berupa keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri maka dapat 
disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya dengan demikian pertimbangan Hakim dalam unsur 
kedua telah terpenuhi menurut hukum. 
Permohonan dari penasehat umum anak hakim telah 
mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akan 
mendapatkan pendidikan ketrampilan, paket A yang sangat bermanfaat untuk 
menambah Sumber Daya Anak juga untuk membekali masa depanya. 
Mengenai pidana denda untuk perkara anak Hakim telah menjatuhkan 
pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 
Karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum 
dan menyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya 
itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana dengan kesalahanya sesuai umur 
anak, karena sepanjang pemeriksaan persidangan pada waktu terdakwa 
melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 
tidak didapatkan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana 
baik alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat membebaskan dan atau 
                                                             
2 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan 
Restorative Justice, (PT Refika Aditama, Bandung: 2009), hlm. 71-72 
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melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan 
kesalahannya. 
Tujuan pemidanaan pada saat ini bukanlah semata-mata memberikan 
pembalasan atau balas dendam, akan tetapi juga bertujuan pula untuk 
memperbaiki diri anak dan demi masa depannya. 
Sebelum Hakim menetapkan pidananya kepada terdakwa, maka 
terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang 
meringankan pidana bagi terdakwa sebagai berikut: 
Hal yang memberatkan: 
Perbuatan terdakwa telah membuat perasaan traumatik kepada saksi 
korban dan juga perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan norma 
kesusilaan.  
Hal yang meringankan: 
a. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta 
berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 
b. Usia terdakwa yang sangat muda diharapkan dapat memperbaiki 
perilakunnya. 
c. Terdakwa belum pernah dihukum. 
Perihal pertimbangan juga dimaksudkan untuk melihat penjatuhan 
hukuman oleh Hakim atas pembagian dakwaan yang dituntutkan. 
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka  
Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan 
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terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar 
putusan ini. 
Menurut penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Anak 
JS sudah cukup adil dan tidak bertentangan dengan isi pasal serta unsur-unsur 
yang ada di dalam pasal tersebut dimana saksi-saksi dan dalam 
pembuktiannya sudah terbukti semua. 
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 
Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Terhadap Anak dalam Putusan 
Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt 
Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang 
berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain: 
1. ‘Uqu>bah, yang berati hukuman atau siksa, sedangkan menurut 
terminologi hukum Islam al-uqu>bah adalah hukum pidana Islam, yang 
meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal. 
2. Jari>mah, berasal dari akar kata jarama, yajrimu, jarimatan, yang 
berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian cara khusus 
dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang 
dibenci”. Kata jari>mah juga berasal dari kata ajrama, yajrimu yang 
berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, 
keadilan, dan menyimpan dari jalan yang lurus”.3 
                                                             
3 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Soebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 14 
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Secara terminologi kata jina>yah mempunyai pengertian, seperti 
diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah:4 
 َيِهَو ٌَةيَانِج ِفْلا ََعقَو ٌءاَوَس اًعْرَش ٌم َّرَحُم ٌلِْعف ِرْيَغ َْوا ٍلاَم َْوا ٍسْفَن َىلَع ُلْع َذ َكِلا  
Artinya: 
“Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa 
harta benda atau lainnya”. 
 
Hukuman menurut hukum pidana Islam dikenal dengan istilah 
uqu>bah yang artinya bentuk balasan bagi seorang yang atas perbuatannya 
melanggar ketentuan syara>’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk 
kemaslahatan manusia.5 Penerapan hukuman dengan tujuan untuk 
menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah 
perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota 
masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. 
Dalam kasus persetubuhan yang terdapat pada putusan nomor 
04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt yang penulis bahas ini perbuatan terdakwa 
maupun korban tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam itu sendiri 
termasuk dalam perbuatan jari>mah zina. Pengertian zina itu sendiri yaitu 
suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-
laki kedalam alat kelamin perempuan yang dilakukan di luar ikatan 
pernikahan yang sah dan tanpa ada unsur subhat. Zina dilihat dari macam-
macam hukuman yaitu tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia 
belum berkeluarga (ghairu mush}s}a>n) atau sudah berkeluarga 
                                                             
4 Makhrus Munajat, Hukum Pidana..., hlm. 1 
5 Ibid., hlm. 111. 
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(mush}s}a>n).6 kronologi kasus tersebut berawal dari terdakwa melakukan 
tipu muslihat kepada korban dengan rangkaian kebohongan dan membujuk 
korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan pada akhirnya 
korbanpun mau melakukan perbuatan tersebut. perbuatan tersebut tidak hanya 
dilakukan sekali saja akan tetapi berulang kali dan pada akhirnya keduanya 
sama-sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam kasus tindak pidana 
persetubuhan tersebut maka dalam prespektif hukum islam terdakwa maupun 
korban dikategorikan melakukan perbuatan zina . 
Dilihat dari kronologi kasus putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN. 
Skt pelaku melakukan perbuatan jari>mah tersebut  dengan cara 
memasukkan alat kelaminnya kedalam farji perempuan di luar ikatan 
pernikahan yang sah dan tanpa adanya subhat sehingga pelaku tersebut telah 
dianggap melakukan perbuatan zina. Dalam hal ini jari>mah yang dilakukan 
masuk dalam kategori jari>mah zina ghairu muhsan yaitu dibedakan antara 
terdakwa JS dan korban NSRD keduanya sama-sama masih dalam status 
belum menikah. Sehingga penulis berpendapat bahwa keduanya telah 
melakukan suatu jari>mah zina ghairu muhsan yang dapat dijatuhi hukuman 
h}ad bagi keduannya. Hukuman untuk pelaku ghairu muhshan ini sendiri ada 
2 (dua) macam, yaitu yang pertama dera 100 (seratus) kali dan Pengasingan 
selama 1 (tahun). 
Dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn 
Ash-Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
                                                             
6 Ahmad Wardi Muslich, hlm. 29. 
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ذُخ ِّىنَع اْوذُخ ِْيبَس َّنَُهل ُالله ََلعَج َْدق ِّىنَع اْو،ًلا رِْكبَْلا  ِبا ِْكبْل ُدْلَج ِر  َنَو ٍَةئاِم ُىْف
ر( ُمْج َّرلاَو ٍَةئاِم ُدْلَج ِبَِّيثلِاب ُِّبَيثلاَو ٍَةنَس هاومأو ملسرتلاو دوادوب)ىذم 
Artinya:  
“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah 
memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina) jejaka dengan gadis, 
hukumanya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda 
dengan janda, hukumanya dera 100 kali dan rajam”.7 (HR. Muslim, Abu 
Dawud dan Turmudi). 
 
a. Hukuman Dera 
Hukuman dera yaitu hukuman yang diberikan jejaka dan gadis 
yang melakukan perbuatan zina sebanyak 100 kali diterangkan dalam 
surat An-Nur ayat 2: 
 
 
  
  
    
  
     
  
  
   
  
      
Artinya:  
“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan 
janganlah merasa belas kasihan kepada keduannya sehingga mencegah 
kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada 
Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi 
(mencambuk) mereka disaksikan oleh segerombolan orang-orang yang 
beriman”.8 
 
                                                             
7 Ibid 
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus, 2009), 
hlm. 350. 
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Ayat di atas menerangkan sanksi hukum terhadap pelaku zina yang 
belum menikah (ghairu muhsan) baik laki-laki maupun perempuan yaitu, 
dengan di dera sebanyak seratus kali. Dera disini yaitu dimaksudkan untuk 
memberikan efek rasa sakit pada kulit badan hal ini disebabkan karena 
besarnya kejahatan zina, dan sebagai peringatan dan pelajaran bagi 
pelakunya. Selain itu hukuman dera adalah hukuman h}ad, yang artinya 
hukum yang sudah ditentukan oleh syara>’ dan mutlak hanya milik Allah  
SWT. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh menambah, mengurangi, menunda 
pelaksanaanya, atau mengganti dengan bentuk hukuman yang lain, sehingga 
pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan. 
b. Hukuman Pengasingan 
Hukuman yang kedua untuk pelaku zina ghairu muhshan yaitu 
hukuman pengasingan. Hukuman Pengasingan ini diberikan selama 1 
(satu) tahun. Hukuman ini didasarkan kepada hadis Ubadah Ibn Shamit 
tersebut di atas. Akan tetapi, mengenai hukuman ini para ulama berbeda 
pendapat, mengenai apakah wajib dilaksanakan bersama-sama dengan 
hukuman dera. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk 
menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu 
dipandang maslahat. Dengan demikian menurut mereka, hukuman 
pengasingan itu bukan merupakan hukuman h}ad melainkan hukuman 
takzi>r. Pendapat ini juga merupakan pendapat Si’ah Zaidiyah dengan  
alasan bahwa hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan 
(dimansukh) dengan surah An-Nur ayat 2. 
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Selain itu Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi’i 
dan Ahmad mereka berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini 
dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan 
demikian menurut Jumhur, hukuman pengasingan ini merupakan 
hukuman h}ad, dan bukan hukuman takzi>r. Dasarnya adalah hadis 
Ubadah Ibn Shamit tersebut yang didalamnya tercantum: 
 َس ٌيْفَنَو ٍَةئاِم ُدْلَج ِرِْكبل ِاب ُرِْكبَْلا ......ٍَةن  
Artinya:  
....Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan 
pengasingan selama 1 (satu) tahun.....9 
 
Sehingga menurut penulis dalam putusan nomor 04/Pid.Sus-
Anak/2017/PN. Skt tersebut tentang tindak pidana persetubuhan yang 
dilakukan oleh anak terhadap anak dalam hukum pidana Islam sendiri untuk 
pelaku dan juga korban sudah tidak dikatakan lagi berstatus anak hal ini 
ditandainya dengan keduanya sudah melakukan hubungan badan dan 
keluarnya air mani menandakan anak tersebut sudah dikatakan balig sehingga 
sudah tidak  berstatus ghairu mukallaf  dan sudah wajib dikenai tuntutan 
hukum. Selanjutnya untuk perkara ini dalam perspektif hukum pidana Islam 
sendiri pelaku dan korban sama-sama telah melakukan suatu jari>mah zina 
karena keduanya telah memenuhi unsur-unsur dari jari>mah zina sehingga 
keduannya harus dijatuhi hukuman h}ad sesuai dengan hukuman jari>mah 
zina yaitu dera sebanyak 100 kali dan pesangingan selama 1 tahun. 
                                                             
9 Ahmad Wardi Muslich, hlm. 30-31. 
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 BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Hakim atas putusan perkara Nomor  04/Pid.Sus-
Anak/2017/PN. Skt, hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme 
ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Dengan demikian terdakwa JS terbukti secara sah dan menyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah 
umur yang melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan 
diputus dengan menjatuhkan tindakan menjalani perawatan di LPKS 
Balai Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Kartini di Tawungmangu, 
Kabupaten Karanganyar selama 4 (empat) bulan dan masa pelatihan kerja 
selama 1 (satu) bulan. 
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap perkara Nomor: 
04/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Skt, tentang tindak pidana persetubuhan  
yang dilakukan oleh anak terhadap anak, perbuatan tersebut termasuk 
jari>mah zina ghairu muhshan dan keduanya sebagai pelaku yang wajib 
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dikenai hukuman. Hukumanya adalah dera 100 kali dan pengasingan 
selama satu (1) tahun.  
B. Saran-saran 
Setelah  menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat 
menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak 
kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Akan tetapi ada beberapa saran 
yang penyusun sampaikan sebagai berikut: 
1. Keluarga 
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat dengan 
anak, hendaknya keluarga lebih bisa mengontrol aktivitas-aktivitas anak 
yang terutama berhubungan dengan pergaulan anak. agar anak terkontrol 
dalam hal-hal yang menyimpang akibat dampak negatif dari pergaulan 
bebas. 
2. Masyarakat 
Masyarakat juga memiliki peran penting untuk mencegah 
timbulnya kenakalan anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuat yang 
menyimpang, karena masyarakat merupakan tempat berinteraksi dan 
berekspresi. Oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi untuk 
mencegah terjadinya kenakalan anak dikalangan masyarakat. 
 
